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ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya bukan
merupakan peristiwa yang baru, pada kenyataannya masyarakat
menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan
masalah privat dan tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum.
Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
diharapkan mampu memberikan hukuman bagi pelaku KDRT.
Namun kenyataannya pihak kepolisian seringkali menemui
kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah
tangga. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah (a)Bagaimana penegakan hukum vyang dilakukan oleh
Polres Klaten atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di
Kabupaten Klaten? (b) Apa upaya yang dilakukan oleh Polres
Klaten untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga?

Penelitian ini  menggunakan studi lapangan (field
research), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara
dengan Unit PPA Kepolisian Resor Klaten. Penelitian ini
menggunakan - pendekatan Yuridis-Empiris yaitu pendekatkan
masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan
dengan peraturan perunndang-undangan dan dibandingkan dengan
data yang didapat secara langsung di lapangan. Selanjutnya sifat
penelitian inni adalah deskriptif analitis, dengan menganalisis
penegakan hukum pidana yang diterapkan dalam pembuatan suatu
peraturan perudang-undangan serta dalam implementasi penegakan
hukumnya:

Berdasarkan: hasil ipenelitian dan analisis data yang telah
dilakukan, maka dapat' disimpulkan: bahwa ‘Unit.PPA Kepolisian
Resort Klaten.-telah-—melakukan - penegakan -hukum atas tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan yang diatur
dalam UU PKDRT. Sedangkan dalam upaya mengurangi
kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA melaksanakan upaya
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Penegakan Hukum, Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama
yang dikenal manusia sejak kelahirannya. Meskipun
keluarga menjadi lembaga sosial yang berperan besar
dalam mengembangkan potensi individu, tidak menutup
kemungkinan terjadi kasus menyimpang di dalamnya.
Pada kenyataannya keluarga seringkali menjadi tempat
terjadinya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh
anggota_keluarga terhadap anggota keluarga lainnya,
tentunya yang menjadi pemicu adalah masalah internal
keluarga maupun masalah individu dan keluarga yang
menjadi pelampiasannya.’

Keluarga adalah tempat pertama yangdipandang
sebagai: pembentukan karakter individu. Setiap orang
yang pertama kali dilahirkan di* dunia yang dikenal
pertama kali adalah lingkungan keluarga, tempat dimana
pertama kalinya individu berinteraksi dengan individu

! Dikdik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Norma dan Realita, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), him. 131.



lainnya, setiap orang juga lebih sering melakukan
interaksi dengan keluarganya setiap hari. Bisa dikatakan
bahwa keluarga menjadi tolak ukur baik atau buruknya
karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Pada
umumnya keluarga yang baik dan harmonis akan
menghasilkan individu yang baik pula, begitu juga
sebaliknya keluarga yang tidak baik-baik saja dan tidak
harmonis akan menghasilkan individu yang tidak baik,
seperti itulah kira-kira yang menjadi pandangan umum
setiap masyarakat Indonesia khususnya.

Kemudian, jika keluarga yang seharusnya menjadi
lingkungan yang nyaman dan aman bagi setiap orang,
dimana menjadi tempat pulang dari hiruk pikuknya
aktifitas orang-orang di luar sana menjadi tempat yang
sama sekali tidak aman dan nyaman. Seseorang menjadi
tidak nyaman dengan lingkungan keluarganya sendiri,
atau bahkan merasa, tidak aman. atau. terancam dengan
kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya.
Tidak -dapat dipungkiri bahwasannya  kini kekerasan
dalam rumah tangga menjadi kasus yang semakin banyak
terjadi. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di
Indonesia sendiri pada Tahun 1997 khususnya dalam
tindak pidana penganiayaan, jumlah kekerasan yang

dilakukan oleh perempuan terdapat 29 kasus. Sedangkan



kasus penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki pada
Tahun 1997 terdapat 14.177 kasus yang telah diputuskan
pengadilan.? Jika dibandingkan dengan kasus kekerasan
yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki menjadi pihak
yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap
anggota keluarga lainnya.

Sebagian besar pelaku kekerasan yang terjadi di
lingkungan keluarga didominasi oleh kaum laki-laki,
mengingat dalam struktur keluarga laki-laki menjadi
kepala keluarga. Posisi laki-laki yang demikian superior
menjadikan seolah suami berhak melakukan apa saja
terhadap anggota keluarganya, bahkan melakukan
kekerasan sekalipun. Meskipun tidak dapat dipungkiri
bahwa perempuan juga berpotensi melakukan kekerasan,
akan tetapi adanya anggapan dikalangan masyarakat
tradisonal ~ bahwa perempuan dianggap sebagai
subordinasi 1aki-laki, ; yang  berarti -bahwa perempuan
bergantung pada suami baik sosial maupun ekonominya.®
Kekerasan-dalam rumah tangga yang diakui sebagai

problem sosial ini awalnya adalah tindakan kekerasan

’Aroma Elmina Martha, Perempuan: Kekerasan dan Hukum,
(Yogyakarta: Ul Perss, 2003), him. 3.

*Dikdik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Norma dan Realita,him. 132.
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terhadap anak (abuse of children). Definisi ini hanya
terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan, namun
perkembangannya diperluas ke dalam bentuk kekurangan
gizi, kekerasan seksual, penelantaran pendidikan,
kesehatan yang tidak terurus, dan kekerasan secara
mental. Perkembangan ruang lingkup selanjutnya ialah
bentuk penganiayaan terhadap istri.*

Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan
dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (spouse
abuse). Adapun kekerasan terhadap pasangan
didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan fisik oleh
pasangannya yang terjadi pada hubungan yang telah
intim terhadap pasangannya. Tindak kekerasan fisik
dapat terjadi melalui tamparan atau dorongan
menggunakan senjata. Kekerasan pasangan ini mencakup
kekerasan secara psikologis, seperti intimidasi, ancaman,
penghinaan di< muka ; umum; «kata-kata - kasar yang
dilakukan'secara berulang-ulang.’

Rersoalan-rumah tangga dulunya-dianggap sebagai
persoalan privat namun dalam perkembangannya

persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi

*Aroma Elmina Martha, Perempuan: Kekerasan dan Hukum,
him. 37.

®Ibid ,hIm. 32.



persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa

saja. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan (istri)

seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa

alasan, antara lain:

1. Ketiadaan statistik yang akurat

2. Kekerasan seksual adalah masalah tempat tidur yang
sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah.

3. Berkaitan dengan budaya

4. Ketakutan terhadap suami.®

Adat istiadat memegang peranan Yyang cukup
penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam
rumah tangga. Dalam budaya Indonesia, lazin ditekankan
bahwa isteri harus menurut kepada suami, seperti halnya
anak harus selalu menurut kepada orang tua. Ketika hal
ini  terpenuhi, aksi kekerasanlah yang menjadi
pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau

menjewer (anak).’

Ada yang menganggap bahwa kekerasan terhadap

pasangan mengaburkan makna kekerasan terhadap istri.

*Muladi, “Perlindungan Wanita Terhadap Tindak
Kekerasan,”Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum
Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3-15 Desember 1995.

"Dikdik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Norma dan Realita,him. 134.



Karena seolah-olah hanya pada cakupan wilayah antara
mereka/pasangan. Padahal istri adalah subyek hukum
yang berdiri sendiri dan dapat melakukan tuntutan

hukum terhadap suami.

Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan sudah
menjadi silent pandemic di Indonesia, jumlahnya terus
meningkat dan meluas tetapi tidak pernah muncul ke
permukaan. Kekerasan bisa juga terjadi terhadap laki-
laki, namun perempuan adalah sasaran kekerasan yang
lebih khusus.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani
olen Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APIK)
sebagian besar diantaranya kasus rumah tangga. Hampir
75% dari kasus rumah tangga yang ditangani APIK
adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Catatan
data ‘tahun1998. ' menunjukkan bahwa dari 98 kasus
kekerasan, . perempuan . mengalami- berbagai bentuk
kekerasan yang cukup hervariasi jenisnya dari kekerasan
yang menderitakan dan tekanan secara fisik, secara
emosional/psikologis, seksual bahkan juga secara verbal

(dengan kata-kata), dan secara ekonomi.®

8Aroma Elmina Martha, Perempuan: Kekerasan dan Hukum,
him. 4.



Selain itu kekerasan dalam rumah tangga yang
dilakukan suami merupakan yang paling banyak terjadi
di berbagai negara. Sekitar 20-67 persen perempuan baik
di negara maju maupun negara berkembang mengalami
kekerasan yang dilakukan oleh suami. Akan tetapi,
selama berabad-abad status suami istri sebagai pelaku
dan korban hanya dianggap sebagai masalah personal di
wilayah privat. Oleh karena itu bentuk perjuangan
kelompok feminis adalah mengangkat kasus KDRT ini
menjadi kejahatan yang masuk keranah publik, dengan
memasukannya kedalam suatu kejahatan di mata

hukum.®

Perjuangan kelompok feminis dalam
memperjuangkan kasus KDRT menjadi kasus yang
masuk ke dalam suatu kejahatan di mata hukum
merupakan bentuk perjuangan hak, karena manusia
dilahirkan ke .muka bumi.dengan membawa hak-hak
dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atau yang
lazim" disebut--dengan ‘hak  asasi- manusia. Hak asasi
manusia tidak akanpernah lepas dan selalu melekat

seumur hidup. Adanya pengakuan terhadap eksistensi

%Ester Lianawati, Konflik dalam Rumah Tangga: Keadilan dan
Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis,
(‘Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), him. 1.



hak asasi manusia ini tentu membawa konsekuensi pada
perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak
tersebut dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat

merugikan manusia.*

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini
berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Terjadinya
KDRT berarti tidak adanya penghargaan dalam
memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak da
kewajiban yang sama di dalam hukum.** Prinsip hukum
hak asasi manusia dikemukakan di antaranya prinsip
kesetaraan dan prinsip diskriminasi. Dalam hubungannya
dengan KDRT.

Sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia
sudah banyak disusun beberapa bentuk peraturan
perundang-undangan baik nasional maupun
internasional, di antaranya: dalam 'Undang-Undang No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi-Manusia, Undang-
Undang No. 26 Tahun 2000 /tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998

“Dikdik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Norma dan Realita, him.158.

“Aroma Elmina Martha, Proses Pembentukan Hukum
Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia,
(‘Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), him. 39.



tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum, Declaration of Human Rights, Convention on
The Elimination of Violence Against Women
(1993).*2Sedangkan untuk perlindungan terhadap korban
dalam kasus KDRT sendiri dewasa ini juga sudah
disusun  dalam  bentuk  peraturan  perundang-
undangannya, di Indonesia sendiri sudah dibentuk
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan dibentuknya UU PKDRT ini merupakan
suatu  bentuk  pengejawentahan  negara  dalam
memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya.
Sebagai konsekuensi dianutnya negara kesejahteraan,
maka negara bertanggung jawab untuk memberikan
kesejahteraan bagi warga negaranya. Melalui penegakan
hukum, diharapkan negara dapat memberikan
kesejahteraan dan tercapainya tujuan hukum sehingga
hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.™

“Dikdik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Norma dan Realita, him.159.

BIpid,him.12.



Ajakan internasinal sesungguhnya sejak lama
dilakukan. Pada tanggal 18 Desember tahun 1979
Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyetujui
konvensi tingkat tinggi dunia tentang “Elimination of
Violence Against Women” dengan resolusi No. 48/104,
dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Manusiawi dan
Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment). Pada Tahun 1997 sebagai
respon terhadap dekade perempuan PBB, untuk pertama
kalinya pemerintah Indonesia memasukkan kebijakan
perempuan dalam GBHN yang popular dengan kebijakan
ganda perempuan. Selanjutnya, berdasarkaan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1998, pemerintah Indonesia
mengeluarkan  Undang-undang tentang pengesahan
“Convention Against, Torture and Other Cruel, Inhuman
or. Degrading Treatment or Punisment” (Konvensi
Menentang, ~Penyiksaan, - dan;, -Perlakuan  atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia). Dengan disahkannya
konvensi ini, maka Pemerintah Republik Indonesia

menyatakan akan melaksanakan  konvensi dengan
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memenuhi  prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan

wilayah suatu negara.**

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada
tanggal 14 September 2004, telah mengesahkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam
undang-undang tersebut berisi 10 bab dan 56 pasal, UU
23/2004 ini diharapkan dapat menjadi payung
perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga
dari segala tindak kekerasan.

Undang-Undang PKDRT merupakan terobosan
hukum positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana
persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik.
Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT
sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana
Indonesia sendiri tidak mengenal KDRT, bahkan kata-
kata = kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus
pemukulan suami terhadap isteri atau orangtua terhadap
anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal

tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali

Y“Aroma Elmina Martha, Perempuan: Kekerasan dan Hukum,
him. 6.
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dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus

yang diadukan tidak ditindaklanjuti.

Sikap pembiaran terhadap terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga akan berdampak pada munculnya
sikap yang memandang kekerasan dalam rumah tangga
merupakan kondisi yang wajar dihadapi dalam rumah

tangga sehingga pihak lain tidak perlu campur tangan.™

Biasanya korban kekerasan dalam rumah tangga
enggan untuk melaporkan penderitaannya, dikarenakan
adanya pemikiran bahwa si korban masih hidup satu atap
dengan pelaku, hal ini membuat korban merasa takut
untuk mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya
pada pihak berwajib dapat membuat pelaku melakukan
hal yang lebih buruk lagi kepada si korban.

Keengganan untuk mengadukan kekerasan ini bisa
juga didasari oleh pemikiran si ‘korban, bahwa apapun
yang_terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan
kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah

tangga pribadi.

“Dikdik M. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Norma dan Realita,hlm. 176
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Kurang percayanya masyarakat kepada sistem
hukum Indonesia juga dapat menjadi alasan mengapa
korban enggan melaporkan apa yang dideritanya. Karena
mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa
mereka akanberhasil keluar dari cengkeraman si
pelaku.'®

Alasan-alasan yang menjadikan korban enggan
untuk melaporkan kasus yang dideritanya, mulai dari
ketakutan korban terhadap si pelaku, pemikiran korban
bahwa permasalahan keluarga merupakan aib jika orang
lain mengetahui, sampai ketidak percayaan masyarakat
terhadap sistem hukum. Hal ini mencermikan bahwa
masih kurangnya perlindungan hukum terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal diatas, peneliti merasa tertarik
untuk-mengkaji-lebih dalam perkembangan kasus KDRT
dan penanganannya di Polres Klaten. Kabupaten Klaten
merupakan daerah’ yang terletak diantara dua kota
terkenal yaitu Solo dan Yogyakarta. Kabupaten Klaten
merupakan daerah yang tidak lepas dari masalah

kekerasan di masyarakatnya, khususnya pada kasus

¥Ibid, him. 135.
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KDRT sendiri akhri-akhir ini menjadi kasus yang cukup
populer di Kabupaten Klaten. kasus kekerasan dalam
rumah tangga serta tindak pidana yang melibatkan
perempuan dan anak yang ditangani unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Klaten
sepanjang tahun 2009 lalu mencapai 107 kasus.!’Data
yang didapat oleh Tribun Jogja, kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Klaten
meningkat dari 2008 hingga 2011. Sedangkan di
semester pertama 2012, terdapat 35 kasus.'®

Mengaitkan antara perlindungan hukum terhadap
korban kekerasan dalam rumah tangga dan angka
kekerasan di Kabupaten Klaten, penyusun tertarik untuk
mengetahui lebih dalam sejaun mana perlindungan
hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam
rumah tangga. Penyusun lebih mengkhususkan kepada
lembaga . kepolisian, yaitu .Polres . Klaten,. dikarenakan
pemberian perlindungan merupakan bagian dari tugas
pokok polisi. Tugas pokok polisi dalam hal perlindungan

ini sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002

"Rei, “KDRT di Klaten sepanjang 2009 capai 107 kasus,”
http://soloraya.solopos.com/, akses 18 Oktober 2018.

80da, “Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Klaten
Meningkat,http://jogja.tribunnews.com/, akses 18 Oktober 2018.
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yang menyatakan bahwa salah satu tugas polisi adalah
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Pelaksanaan perlindungan terhadap
korban KDRT oleh polisi juga ditegaskan dalam pasal 10
huruf a UU PKDRT menyatakan bahwa “korban berhak
mendapatkan  perlindungan dari pihak keluarga,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga
sosial, atau pihak lainnnya baik sementara maupun

berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Tugas pihak kepolisian melaksanakan tugas
perlindungan terhadap korban KDRT ini diharuskan
dapat menjamin keselamatan dan membuat rasa aman
korban. Mengingat permasalahan dan situasi yang
dihadapi si korban sangat sulit tentunya membutuhkan
perlindungan dan perhatian yang serius, baik dari segi
hukum maupun kondisi fisik dan psikologis si korban.
Karena . dampak kekerasan.dalam .rumah-tangga selain
menimbulkan luka secara fisik “juga mengakibatkan
kondisi psikis-korban terganggu. Oleh karena itu dari
pihak kepolisian menurut pasal 16 dan 17 UU PKDRT,
untuk menjamin keselamatan korban melalui permintaan
surat penetapan perlindungan dan kerjasama dengan

instansi lain.
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Oleh karena itu penyusun tertarik dengan
mengambil judul tentang, “Implementasi Penyelesaian
Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang
Dilakukan Oleh Kepolisisan Resort Klaten”,
kemudian ingin melihat perlindungan yang diberikan
terhadap korban oleh pihak kepolisian dalam hal ini

Polres Klaten.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh
Polres Klaten atas tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga di Kabupaten Klaten?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Polres Klaten untuk
mengurangi jumlah kasus tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. - Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui “Peran aparat penegak 'hukum dalam
menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga di Wilayah Hukum Polres Klaten™.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi
sumbangan keilmuan dibidang ilmu hukum,
khususnya hukum pidana terkait penegakan
hukum atas tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga.
b. Secara Praktis

1). Diharapkan dapat membantu penegak hukum
atas tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga di wilayah hukum Polres Klaten
khususnya, di Indonesia pada umumnya.

2). Diharapkan dengan adanya penegakan
hukum yang baik akan menurunkan angka
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
dan menjamin hak-hak korban kekerasan di
Kabupaten: Klaten dengan peraturan Undang-
undang,yang ada.

D. Telaah Pustaka
Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah
melakukan beberapa penelusuran dan komparasi dengan
berbagai karya-karya ilmiyah lainnya yang mempunyai
relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya dapat

diuraikan sebagai berikut:
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Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yogie Adha
tentang Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana
Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum kepolisian
Resort Kota Yogyakarta membahas penegakan hukum
terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak. Di
dalam skripsi ini memuat mengenai proses penegakan
hukum yang dilakukan Polres Kota Yogyakarta maupun
kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus
kekerasan terhadap anak,”® dimana mempunyai
kesamaan dengan yang peneliti angkat, yakni terkait
kendala-kendala dari kepolisian dalam penegakan
hukum. akan tetapi berbeda dengan jenis tindak pidana
yang diangkat, karena peneliti mengangkat tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga, meskipun sama-sama
kekerasan akan tetapi subjek hukumnya lebih luas yaitu
semua anggota keluarga. Peneliti juga menambahkan
tentang, pelaksanaan. pertindungan; hukum bagi korban
kekerasan'dalam rumah tangga oleh kepalisian.

“Muhammad Yogie Adha, Penegakan Hukum Atas Tindak
Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
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Skripsi yang ditulis oleh Syadri Adnansyah tentang
Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah
Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-Pare (Studi Kasus
Putusan no. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare). Skripsi ini
membahas tentang tindak pidana KDRT dalam proses
Pembuktiannya, yaitu alat bukti yang digunakan dan
hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana
KDRT. Selain itu skripsi ini memfokuskan kajiannya
kepada suatu putusan pengadilan.?’ Meskipun kasus yang
peneliti angkat sama akan tetapi terdapat perbedaan,
yaitu peneliti memfokuskan kajian kasus KDRT ini
kepada lembaga kepolisian dalam menangani kasus
KDRT dan dalam melakukan perlindungan hukum
terhadap korban.

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Amir tentang
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana dalam: < Proses: ~Penyidikan:, {Studi Kasus di
Kepolisian Resortt. Maros). Skripsi ini meneliti tentang
perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana,
dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

“Syadri  Adnansyah, Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan
dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-Pare (Studi Kasus
Putusan no. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare), Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
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dalam proses penyidikan.?* Peneliti juga mengangkat
tentang perlindungan hukum, akan tetapi perlindungan
hukum yang peneliti angkat ditujukan kepada korban.
Korban yang peneliti angkat adalah korban kekerasan
dalam rumah tangga, yang terdiri bukan hanya anak akan
tetapi anggota keluarga yang lain juga, jadi subjek
hukumnya lebih luas.

Skripsi yang ditulis oleh Melisa tentang Tinjauan
Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam
Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami terhadap
Istri (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs).
Skripsi ini membahas tentang penerapan Kkebijakan
hukum pidana materil, dan -mengenai pertimbangan
hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana kasus KDRT,?? berbeda dengan
yang teliti angkat, peneliti mengangkat kasus KDRT
dalam - proses : perlindungan . hukum - oleh kepolisian.
Sedangkan. dalam- skripsi /ni membahas dalam proses

“'Faisal Amir, Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian
Resort Maros), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, 2017.

*’Melisa, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan

dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami terhadap Istri (Studi
Kasus Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs), Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
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pengadilannya, jelas berbeda dengan yang peneliti

angkat.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono

Sukanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum itu sendiri, diantaranya:

a.

Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi
Undang-Undang Saja.”®

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin
memungkinkan  penegakannya.  Sebaliknya
semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan
semakin sukarlah penegaknya. Secara umum
peraturan hukum yang baik adalah peraturan
hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis
dan filosofis.

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk
maupun yang menetapkan hukum

tersebut.?*Penegak hukum yang terkait langsung

#gugandhi, KUHP Dengan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha
Nasional, 1980), him. 314

*Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5), him.

5.
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dalam proses penegakan hukum yang dilakukan
oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum
lainnya yang mempunyai peranan yang sangat
penting dalam keberhasilan penegakan hukum
ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat
dilakukan apabila para penegak hukum tersebut
adalah  seseorang yang profesionalisme,
bermental tangguh dan mempunyai integritas
moral, etika yang tinggi.”
c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung
Penegakan Hukum
Sarana dan fasilitas merupakan satu
kesatuan - yang harus diperhatikan dalam
penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas
kurang memadai apalagi tidak dapat membantu
penegakan hukum maka penegakan hukum
dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak
dapat  dilaksanakan. = Untuk _ mendukung
penegakan hukum -yang baik maka diperlukan
sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat

penegak hukum.

®Anggraeni Noer Septaningrum, Penegakan Hukum Tindak
Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta),
Skripsi, (Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan
Kalijaga), him. 12.

22



d. Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat juga dapat
mempengaruhi pergerakan hukum itu sendiri,
sebab  penegakan  hukum  berasal dari
masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting
adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin
baik pula penegakan hukum, sebaliknya
semakin rendah tingkat kesadaran hukum
masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan
penegakan hukum yang baik.?®
e. [Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil
karya cipat rasa yang didasarkan pada karsa
manusia didalam  pergaulan hidup.?'faktor
budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari-hukum, yang berfaku, nilai-nilai

mana merupakan konsepsi  abstrak mengenai

®Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 68.

Z|bid.,him. 69.

23



2.

apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap
buruk.”®

Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum
adat) harus teru dibawa dalam proses
pembentukan  peraturan  Undang-Undangan
maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya
dapat menciptakan hukum yang mengena secara
baik dimasyarakat yang menciptakan rasa

keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan - rasa aman kepada saksi dan/atau
korban. Perlindungan = hukum korban kejahatan
sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat
diwujudkandalam berbagai bentuk, seperti melalui
pemberian; restitusi, -kompensasi, pelayanan medis,

dan bantuan hukum.?

*Anggraeni Noer Septaningrum, Penegakan Hukum Tindak
Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta),
Skripsi, (Yogyakarta: Syariah Dan Hukum, Universitas Uin Sunan
Kalijaga), him. 14.

#Sperjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta,Ui
Press: 1984), him 133.
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Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
itu di berikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.  Hukum dapat difungsikan  untuk
mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak
sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga
prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk
mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial,
ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan
sosial.®

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua
hal, yakni:*!

a. Perlindungan hukum preventif, yakni
bentuk perlindungan hukum di mana
kepada ; rakyat ' diberi - kesempatan untuk
mengajukan keberatan ‘atau’ pendapat
sebelum . suatu . keputusan. pemerintah

mendapat bentuk yang definitif,

®gatjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti: 2000), him.55.

*1Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung, Citra
Aditya Bakti: 2009), him.41.
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b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk
perlindungan hukum di  mana lebih
ditujukan dalam penyelesian sengketa.

F. Metode Penelitian
Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, diperlukan
metode penelitian yang baik untuk menyusun penelitian
yang sistemtis. Metode penelitian yang akan digunakan
dalam penyususan skripsi ini dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang diberi judul “Implementasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di
Polres Klaten” ini merupakan jenis penelitian
Yuridis  Empiris/Penelitian ~ Lapangan  (Field
Research), yakni jenis penelitian yang menganalisa
praktik pelaksanaan-suatu. hukum dalam masyarakat
serta dinamika permasalahan yang ditemui dalam
penerapan-hukum tersebut.*? \Dalam penelitian ini,
permasalahan yang akan diteliti ialah macam-macam
mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh

Kepolisian Resort Klaten dalam masalah penegakan

% Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum
(Legal Research) (Jakarta, Sinar Grafika: 2004), him. 17.
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hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga dan
perlindungan hukumnya.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang
bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan
berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang
ada dalam masyarakat.*® Keadaan yang hendak
dikaji dalam penelitian ini adalah dengan
menekankan pada gambaran dan menjelaskan secara
sistematis tugas, fungsi, kinerja, dan peran dari
Kepolisian Resort Klaten dalam kaitannya dengan
penegakan dan perlidungan terhadap korban kasus
kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan penelitian yang digunakan
adalah pendekatan yuridis-empiris, di mana hukum
dikonsepkan  sebagai- kenyataan sosial; baik dalam
pelaksanaan . maupun = penegakannya  dalam
masyarakat:** Sehingga-pendekatan-akan difokuskan

pada Kepolisian Resort Klaten dalam melaksanakan

®Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta,
Gramedia: 1985), him. 19.

#Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris
Terhadap Hukum, (Jakarta, Kencana: 2012), him. 12.
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perlindungan hukum terhadap korban kekerasan
dalam rumah tangga.
Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam
penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode
penggalian data sebagai berikut:
a. Penelitian Lapangan (Observasi).

Adapun yang dimaksud dengan observasi
adalah pengamatan dan pencatatan data dengan
sistematis  berdasarkan  fenomena-fenomena
yang diselidiki. Dalam hal ini ingin melihat
data-data secara langsung dari Kepolisian
Resort Klaten dalam tugas dan pokok fungsinya
dalam mengawal perlindungan hukum pada

masyarakat.
b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh
penyusun“ adalah “dengan’ menghubungi dan
bertanya (berkomunikasi secara langsung)
dengan responden guna mendapatkan data dan
informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud
sebagai responden dalam penelitian ini adalah
Kepolisian Resort Klaten.
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c. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu dengan mencari
data mengenai hal-hal atau variable yang berupa
catatan, transkip, buku, dan sebagainya.®
Metode ini digunakan pada saat penelusuran
informasi  yang bersumber dari halaman
(website) maupun lokasi langsung penelitian

yang ada.
5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah
data kemudian dianalisis sehingga menghasilkan
konklusi (kesimpulan). Adapun metode data yang
dipakai untuk menganalisis yakni metode kualitatif
dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan
perhitungan  angka-angka  melainkan  dengan
menggunakan sumber informasi yang relevan untuk
memperiengkap data. Penulis. menggunakan metode
induktif, yang dimana analisis data bersifat khusus
(data dari okasi), .kemudian dapat ditarik sebuah

kesimpulan dengan sifat umum.

*Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,
Cet-ke8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), him. 85.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri
dari 5 bab, dimana pada masing-masing bab terdiri atas
sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari
setiap  babnya.  Adapunsistemaika  pembahasan
lebihdimaksudkan untuk lebih mudah dalam menyusun
skripsi dan tidak terjadi kerancuan dalam setiap
pembahasannya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang
meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai tindak
Pidana kekerasan dalam rumah tangga, yakni membahas
pengertian dan ruang lingkup kekerasan dalam rumah
tangga.

Bab . ketiga; . berisi ;tentang »gambaran umum
Kepolisian Resort. Klaten dan tindak pidana kekerasan
dalam rumah -tangga yang-ditangani-POLRES Kilaten.
Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala-
kendala yang timbul pada tindak Pidana kekerasan dalam

rumah tangga.
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Bab keempat, berisi analisis kasus kekerasan dalam
rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Resort
Klaten.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi
kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan
dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk

memberikan daftar semua sumber rujukan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian pada bab-bab yang telah

dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres
Klaten sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga. Selain itu UU PKDRT sudah
dirasa sesuai dengan kondisi lapangan yang ada,
sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan
dapat berjalan secara optimal dan sistematis.

Upaya.yang dilakukan Unit PPA Sat Reskrim Polres
Klaten ' /dengan | melakukan / bimbingan dan
penyuluhan. kepada ., masyarakat. dalam upaya
pencegahan dan melakukan kerjasama dengan
P2TP2A tersebut pada dasarnya belum bisa
mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) di Kabupaten Klaten, dapat dilihat dari
jumlah kasus dari Tahun 2017 hingga Tahun 2018

yang menunjukan kenaikan sebesar 48,6%. Selain
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itu kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan
dan penyidikan yaitu saksi yang merupakan tetangga
atau masih ada hubungan keluarga tidak berkenan
dimintai keterangan. Hal ini menunjukan masyarakat
belum responsif terhadap kasus kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT).

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil

penelitian diatas, maka penelti memberikan beberapa

saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan

pertimbangan bagi Kepolisian Resort Klaten dalam

penanganan tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang meningkat di Kabupaten Klaten, yakni:

1.

Bagi Unit PPA agar dapat memaksimalkan upaya
pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga di Kabupaten Klaten dengan melakukan
sosialisasi:  atau. « penyuluhan- -hukum mengenai
kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat
lebih-rutin:

Perlu adanya peningkatan kerjasama antara penegak
hukum, lembaga sosial, Pemkab Klaten, dan
masyarakat untuk menanggulangi kekerasan dalam

rumah tangga di Kabupaten Klaten.
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Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan
kesadaran dan memperhatikan peristiwa kekerasan
dalam rumah tangga, jika terjadi kasus kekerasan
rumah tangga yang dialami tetangganya dan diminta
untuk membantu dan berkenan menjadi saksi untuk
dimintai keterangannya, atau mengantarkan ke
petugas/pekerja  sosial untuk konseling dan
mendapat perlindungan, agar dapat menyelesaikan

permasalahan rumah tangganya.
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